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MOTTO 
 

“Setiap langkahmu, langkah kita; baik terlihat ataupun tidak, apakah terasa maupun tidak, adalah 

sebuah kontribusi.” −Sang Penyair dalam Laut Bercerita. 
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RINGKASAN SKRIPSI 
 

Henni Azzuarini, Juni 2024. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM 
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Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Diana 

Haiti, S.H., M.H. 

 

Perlindungan HAM di Indonesia secara umumnya di atur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia. Masalah HAM adalah masalah kemanusiaan yang terkait dengan 

ketidakadilan, kemelaratan, kesewenangwenangan, dan bentuk lainnya yang mengandung unsur 

ketidakpedulian sosial. Pelanggaran HAM ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik 

dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi 

individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. 

Namun dalam dunia militer, rupanya memiliki karakteristik dan dinamika yang sedikit berbeda 

yang mana disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan dari upaya penerapan HAM yang berlaku 

sehingga memiliki penyelesaiannya tersendiri. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 

31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 yang mana 

juga dikenal sebagai KUHP Militer memiliki peran krusial dalam penyelesaian sengketa HAM di 

lingkungan militer. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian 

preskriptif-analitik, yakni mengkaji mengenai keterkaitan antara system hukum pidana di 

lingkungan militer dengan sistem perlindungan HAM yang di atur dalam UU No. 39 Tahun 1999 

tentang HAM serta proses pemidanaan personil militer yang melanggar ketentuan HAM 

berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta UU No. 31 tahun 1997 tentang 

Pengadilan Militer. Hukum Pidana Militer di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer berasal dari 

Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang kemudian diubah menjadi Wetboek 

van Militair Strafrecht. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 merujuk pada Peradilan Militer yang diberi wewenang untuk mengadili prajurit TNI yang 

melakukan tindak kejahatan umum maupun kejahatan militer. Hal ini disebabkan Undang-Undang 

yang mengatur peradilan militer baru disahkan pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu peraturan yang bersifat khusus yang hanya 



 

x 
  

berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 

yang mengatur ketentuan peradilan yang berwenang mengadili atau yurisdiksi peradilan terhadap 

prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan tersebut 

terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada pokoknya 

menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak 

pidana adalah Peradilan Militer. 

Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang 

dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan 

ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Peradilan Militer. Penerapan 

Perlindungan HAM dalam Hukum Militer di Indonesia juga tidak lepas dari Hukum Humaniter 

Internasional atau Konvensi Jenewa. Penting bagi lingkungan militer untuk menjadikan hukum 

humaniter sebagai dari internal disiplin mereka, mengintegrasikan hukum humaniter tersebut 

dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Oleh karenanya, perlindungan korban pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh oknum militer di Indonesia melibatkan berbagai mekanisme hukum dan 

kelembagaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi bagi 

korban. Melalui kerjasama antara lembaga nasional dan internasional, serta komitmen untuk 

mematuhi standar HAM internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa hak-hak korban 

dihormati dan dilindungi. 
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ABSTRAK SKRIPSI 
 

Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan HAM yang diberikan kepada korban 

pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan militer dimana pada prosesnya terdapat intervensi 

dari berbagai produk hukum di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang 

Pengadilan Militer dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 yang mana juga dikenal sebagai 

KUHP Militer membuat adanya beberapa perbedaan dalam sistem perlindungan HAM itu sendiri. 

Menggunakan metode normative law research penulis menggunakan studi kasus normatif yang 

mengkaji dari perundang-undangan itu sendiri yang berporos pada norma dan kaidah hukum yang 

berlaku di masyarakat yang bersifat perskreptif-analitif melalui pendekatan perundang-undangan. 

Dalam pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa pengadilan 

yang memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer 

adalah Pengadilan Militer. Sementara itu, penerapan Perlindungan HAM dalam Hukum Militer di 

Indonesia juga tidak lepas dari Hukum Humaniter Internasional atau Konvensi Jenewa. Di 

samping itu, KUHP Militer tentunya juga memiliki peran penting dalam penegakkan dan 

perlindungan HAM di lingkungan militer mengingat ranah militer adalah otoritas terkhusus satuan 

bersenjata yang pada hakikatnya diharapkan dapat melindungi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, 

dalam upaya perlindungan HAM di lingkungan militer turut melibatkan beberapa pihak dan 

peraturan perundang-undangan yang mana diberlakukan sesuai dengan jenis pelanggaran HAM 

yang terjadi. 

Kata Kunci: Pidana Militer, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia 
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